





1.1 Latar Belakang  
Bencana merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, 
posisi geografis yang dilalui oleh the ring of fire mengakibatkan banyaknya 
aktivitas tektonik dan vulkanik yang terjadi, sekaligus menimbulkan potensi 
bahaya erupsi gunung berapi di Indonesia. Sebesar 13% dari jumlah gunungapi di 
dunia berada di Indonesia, dengan jumlah 127 gunungapi aktif, dan 500 gunungapi 
tidak aktif (BNPB, 2019). Gunungapi di Indonesia mayoritas memiliki kekuatan 
letusan yang cukup besar, salah satu contohnya adalah letusan Gunungapi Kelud. 
Gunungapi Kelud terletak di Provinsi Jawa Timur yang sampai sekarang masih 
berstatus sebagai gunungapi yang aktif. Menurut data historis, tipe letusan 
Gunungapi Kelud yaitu tipe letusan yang eksplosif diikuti dengan aliran 
piroklastik, jatuhan abu vulkanik dan aliran lahar (Zainuddin, 2009). Letusan 
terakhir kali sampai saat ini terjadi  pada tanggal 13 Februari tahun 2014 lalu, 
memberi dampak yang sangat luas terhadap Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, 
dan Kabupaten Blitar, setidaknya terdapat 87.000 warga yang terancam terpapar 
erupsi Gunungapi Kelud di  Kabupaten tersebut. Data historis letusan Gunungapi 
Kelud termuat dalam catatan catatan sejarah, letusan Gunungapi Kelud sudah 
terjadi sejak tahun 1000. Catatan – catatan  tersebut antara lain bersumber dari 
Kitab Pararaton, catatan Van Padang, dan dari PVMBG. Menurut catatan PVMBG 
(2015) dalam BNPB (2015) jumlah korban jiwa yang paling besar yang 
disebabkan oleh erupsi Gunungapi Kelud terjadi pada tahun 1919, yakni sebanyak 
lebih dari 5000 jiwa. Pada tahun 2014 area yang terdampak letusan Gunungapi 
Kelud mencapai radius 17 km dari pusat letusan.  
Bahaya erupsi Gunungapi Kelud akan terus mengancam masyarakat yang 
tinggal di sekitar lereng gunung, tetapi acaman bahaya tersebut dapat diantisipasi 




historis letusan gunung juga membantu dalam memetakan wilayah yang rawan 
bencana erupsi. Berbagai risiko bencana yang timbul dari bahaya erupsi dapat 
dikurangi dengan meningkatkan kapasitas suatu daerah, salah satunya dengan 
penataan ruang yang tepat. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 
dan suatu kota atau kawasan semestinya mempertimbangkan faktor bencana alam, 
khususnya pada kota dan kawasan yang berlokasi pada wilayah rawan bencana 
alam (Muta’ali, 2012). 
Penataan ruang secara umum bertujuan untuk mengkolaborasikan antara 
lingkungan alami dan buatan agar terciptanya  fungsi ruang yang optimal serta 
mengurangi kerusakan pada lingkungan hidup. Pada daerah yang rawan bencana 
erupsi, penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana perlu dilakukan agar 
pembangunan wilayah dapat menghindari lokasi – lokasi yang terpapar bencana 
sehingga mampu mengurangi risiko kerusakan dan kerugian, serta menciptakan 
keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupannya.  
Dalam lingkup wilayah kabupaten, perencanaan wilayah dirumuskan dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW bersifat lebih detail jika 
dibandingkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Secara umum 
RTRW harus disesuaikan dengan daya dukung dan kesesuaian lahan secara 
regional, sebab akan menjadi acuan dalam penentuan lokasi rencana penggunaan 
lahan. RTRW yang berbasis bencana akan memberikan pandangan terhadap lokasi 
– lokasi mana saja yang sesuai untuk dikembangkan, karena lokasi tersebut 
berdasarkan zonasi risiko bencana, wilayah yang aman dari jangkauan bencana 
maka dianggap sesuai untuk dikembangkan. Dalam penelitian ini bencana yang 
dikaji yaitu bencana erupsi gunungapi karena dianggap memiliki dampak yang 
cukup luas dalam lingkup Kabupaten, hal tersebut yang menjadi alasan dari 
pentingnya pengkajian RTRW berbasis mitigasi bencana erupsi. 
Kabupaten Blitar memiliki ancaman terhadap bencana erupsi, karena terletak 
di lereng Gunungapi Kelud, Jawa Timur yang dilalui oleh sungai terpanjang di 




erupsi Gunungapi Kelud agar dapat diterapkan dalam penataan dan perencanaan 
ruang yang matang dan efisien.  
Tujuan dari penataan ruang Kabupaten Blitar yang termuat dalam RTRW 
Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai 
kawasan agroindustri dan pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta 
mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan 
tujuan tersebut, beberapa kecamatan yang dianggap strategis akan dikembangkan 
untuk sektor ekonomi dan pariwisata, sesuai yang tertuang dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 51 dan Pasal 55. Kecamatan Gandusari, Kecamatan 
Garum, Kecamatan Nglegok, dan Kecamatan Ponggok akan dikembangkan untuk 
kepentingan ekonomi  dan pengembagan jalur pariwisata. RTRW Pasal 46 juga 
menyatakan bahwa pengembangan kawasan perumahan skala besar akan 
diarahkan di Kecamatan Ponggok, dan kawasan perbatasan Kota Blitar seperti 
Kecamatan Sanan Kulon, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, Kecamatan 
Kademangan, Kecamatan Kanigoro, dan Kecamatan Talun.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Blitar, beberapa kecamatan yang akan dikembangkan untuk 
kepentingan ekonomi dan pariwisata tersebut termasuk daerah yang rawan 
terhadap bencana erupsi Gunungapi Kelud. Menurut data yang dikeluarkan oleh 
Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi (2018), Kawasan Rawan 
Bencana erupsi Gunungapi Kelud dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu KRB III, 












   Tabel 1.1 Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunungapi Kelud 
Kawasan Rawan Bencana Kecamatan 
Kawasan Rawan Bencana III, 
merupakan kawasan yang 
terdampak lahar letusan, awan 
panas, bahan lontaran batu 
pijar, gas beracun, dan 
kemungkinan aliran lava. 
Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, dan 
Kecamatan Garum 
Kawasan Rawan Bencana II, 
merupakan kawasan yang 
berpotensi terdampak awan 
panas, lahar letusan, aliran lava, 
lontaran batu (pijar) dan hujan 
abu lebat. 
Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, dan 
Kecamata Garum 
Kawasan Rawan Bencana I, 
merupakan kawasan yang 
berpotensi tedampak lahar dan 
terkena penyimpangan aliran 
lahar 
Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, 
Kecamatan Nglegok, Kecamatan Kademangan, 
Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Ponggok, 
Kecamatan Sanan Kulon, Kecamatan Selopuro, 
Kecamatan Srengat, Kecamatan Sutojayan, 
Kecamatan Talun, Kecamatan Udanawu, 
Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Wonodadi 
  Sumber : Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi, 2018 
Kecamatan yang akan dikembangkan untuk kepentingan ekonomi dan 
pariwisata yakni Kecamatan Garum, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok 
dan Kecamatan Ponggok, padahal berdasarkan data yang diperoleh, kecamatan 
tersebut termasuk daerah yang rawan bencana erupsi Gunungapi Kelud, bahkan 
termasuk dalam KRB III, sehingga sangat perlu diperhatikan untuk pemanfaatan 
dan penatan ruangnya agar perencanaan pembangunan tidak mengalami kerugian 




 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar sudah 
mencantumkan kecamatan mana saja yang rawan terhadap bencana erupsi 
Gunungapi Kelud, kawasan yang dimaksud kawasan yang rawan terhadap bencana 
erupsi tertuang dalam Pasal 36, namun belum mempertimbangkan risiko bencana 
yang ditimbulkan oleh  bencana erupsi Gunungapi Kelud. Dalam merancang 
RTRW, Kabupaten Blitar perlu memperhatikan konsep mitigasi bencana erupsi, 
agar wilayah yang sudah terbangun, maupun wilayah yang masih dalam proses 
perencanaan pembangunan mampu menghadapi bencana yang akan terjadi. Pada 
wilayah yang sudah terbangun, upaya dapat dilakukan dengan memperkuat sarana 
dan prasarana yang ada agar mampu bertahan jika terjadi bencana erupsi, 
sedangkan di wilayah yang dalam tahap perencanaan pembangunan, kemungkinan 
adanya bahaya erupsi mejadi faktor utama untuk menentukan lokasi yang akan 
menjadi pusat pariwisata, permukiman, pendidikan, perdagangan, dan pusat-pusat 
pengembangan lainnya.  
Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi kesesuaian rencana tata ruang 
wilayah Kabupaten Blitar dengan risiko bencana erupsi Gunungapi Kelud secara 
spasial. Risiko bencana tersebut dikaji dari beberapa parameter yang meliputi 
ancaman/ bahaya, kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan serta 
kapasitas wilayah. Berdasarkan analisis spasial dapat diketahui wilayah mana saja 
yang pemanfaatan ruangnya harus dibatasi atau dengan memperkuat struktur 
bangunan sarana dan prasarana daerah yang ada agar dapat mengurangi risiko 
terhadap bencana erupsi Gunungapi Kelud.  
1.2  Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut.  
1.  Bagaimana tingkat risiko bencana erupsi Gunungapi Kelud di Kabupaten     
  Blitar? 
2. Apakah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar sudah 




1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Menganalisis tingkat risiko bencana erupsi Gunungapi Kelud di Kabupaten         
Blitar secara spasial. 
2. Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar   
berdasarkan analisis risiko bencana erupsi Gunungapi Kelud. 
1.4 Kegunaan Penelitian   
Berdasarkan latar belakang diatas, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan hasil pemikiran terkait 
pemanfaatan ruang yang berbasis mitigasi bencana. 
2. Membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengambil 
keputusan dalam pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan risiko 
bencana yang ada. 
3.   Menjadi referensi untuk penulisan karya tulis yang selanjutnya, terutama dalam 
hal tata ruang.  
  
1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  
1.5.1 Telaah Pustaka  
                 A. Pengertian Tata Ruang  
   Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang, sedangkan penataan 
ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-Undang No.26 Tahun 
2007). Ruang yang dimaksud adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya (Undang-Undang No.26 Tahun 2007). 




rencana perinci tata ruang. Rencana tata ruang berdasarkan hierarki terdiri dari 
rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana 
tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Rencana tata 
ruang wilayah kabupaten menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi 
pembangunan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten yaitu 20 
tahun ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun (Mahi, 2015). Kondisi 
lingkungan yang strategis tertentu harus dikaji dengan bencana alam skala besar 
yang ada pada suatu wilayah. 
B. Pengertian Bencana dan Bencana Gunungapi  
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1, bencana 
merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 
oleh faktor alam dan/ atau non-alam, maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan  timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kejadian bencana baik alam 
maupun sosial, akan menurunkan daya dukung suatu wilayah, sebab akan 
banyak sumberdaya yang hilang akibat bencana tersebut, sehingga tidak mampu 
memenuhi kebutuhan dalam beberapa waktu. Dengan begitu, daya dukung 
wilayah akan mengalami penurunan. Semakin luas area yang berpotensi 
bencana , maka daya dukung wilayah juga akan semakin rendah.  
Bencana letusan Gunungapi adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) 
di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat 
munculnya batuan lelehan (magma) /rempah lepas/ gas yang berasal dari bagian 
dalam bumi (BAKORNAS PB, 2007). Penyebabnya antara lain, cairan magma 
berasosiasi dengan arus konveksi yang panas, proses tektonik yang berada di 
dalam bumi, dan akumulasi dari tekanan maupun temperature fluida magma 
sehingga menimbulkan pelepasan energi menuju ke permukaan bumi. Bahaya 
langsung dari letusan gunungapi yaitu awan panas (pyroclastic flow), lontaran 




sedangkan bahaya tidak langsung/ sekunder meliputi terjadinya penumpukan 
material di puncak dan lereng gunung, pada saat musim hujan akan 
menjadikannya lumpur dan turun ke lembah sebagai banjir batuan dan pasir/ 
lahar hujan  (Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral, 2019). Berikut 
adalah penjabaran dari bahaya langsung dan tidak langsung dari letusan 
gunungapi menurut Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (2019).  
- Leleran lava : merupakan cairan lava yang pekat dan panas dapat merusak 
segala infrastruktiur yang dilaluinya. 
- Aliran piroklastik : terjadi akibat runtuhan tiang asap erupsi plinian, 
letusan langsung ke satu arah, guguran kubah lava atau lidah lava dan 
aliran pada permukaan tanah (surge).  
- Jatuhan piroklastik : Jatuhan piroklastik terjadi dari letusan yang 
membentuk tiang asap cukup tinggi, pada saat energinya habis, abu 
kaan menyebar sesuai arah angina kemudian jatuh lagi ke muka bumi.  
- Lahar letusan : lahar letusan terjadi pada gunungapi yang mempunyai 
danau kawah.  
- Gas vulkanik beracun : umumnya berupa CO, CO2, HCN, H2S, SO2, dan 
lain-lain, pada konsentrasi diatas ambang batas dapat membunuh 
makhluk hidup.  
- Lahar hujan : terjadi apabila endapan material lepas hasil erupsi 
gunungapi yang diendapkan pada puncak dan lereng, terangkut oleh 
hujan atau air permukaan.  
- Banjir bandang : terjadi akibat longsoran material vulkanik lama pada 
lereng gunungapi karena jenuh air atau curah hujan cukup tinggi. 
- Longsoran vulkanik : terjadi akibat letusan gunungapi, eksplosi uap air, 
alterasi batuan pada tubuh gunungapi sehingga menjadi rapuh, atau 
terkena gempabumi berintensitas kuat. 
C. Pengkajian Risiko Bencana dan Kawasan Rawan Bencana 
      Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk 




potensi bencana yang ada (BNPB, 2016). Potensi dampak negatif yang 
dimaksud yaitu potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan 
lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Potensi kerugian tersebut 
dihitung dengan parameter kerentanan dan kapasitas dari kawasan tersebut. 
Pengkajian risiko bencana, dapat dihitung dengan menggunakan formula yang 
mengacu pada Hyogo Framewok for Risk Reduction (Kerangka aksi 
pengurangan risiko bencana yang disepakati oleh 160 negara)  sebagai 
berikut. 
 
    ……………………………………………………….  (1) 
Keterangan : 
R : Risk (Risiko) 
H : Hazard (Bahaya) 
V : Vulnerability (Kerentanan)  
C : Capacity (Kapasitas)  
 
     Risiko bencana muncul jika bahaya terjadi pada wilayah yang memiliki 
kondisi rentan. Berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana yang 
dikeluarkan oleh BNPB (2016), pengkajian risiko bencana terbagi atas empat 
indikator kerentanan, yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan 
ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Risiko bencana tersebut dapat dikurangi 
dengan kapasitas yang dimiliki oleh wilayah, agar kerugian yang didapat tidak 
terlalu besar.  
     Secara umum, peristiwa bencana erupsi terjadi berulang setiap periodenya 
pada lokasi yang sama, oleh sebab itu kawasan rawan bencana harusnya sudah 
dapat dipetakan secara baik. Kawasan rawan bencana dapat mengancam 
keselamatan masyarakat, maka dari itu diperlukan penataan ruang yang 
berbasis bencana sebagai bentuk upaya mengurangi risiko kerusakan dan 




terbangun dan untuk kawasan yang akan dibangun dikemudian hari, agar 
kewaspadaan terhadap bencana semakin meningkat. 
 
D. Tata Ruang Berbasis Bencana  
     Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa secara 
geografis Indonesia berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan 
penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan 
keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Dari pernyataan 
diatas, penataan ruang diharapkan mampu berperan dalam pengurangan risiko 
bencana alam yang ada di Indonesia.  
Menurut Muta’ali (2012), beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam 
penyelenggaraan penataan ruang sebagai bagian dari upaya pengurangan 
risiko bencana adalah sebagai berikut. 
(1) Penerapan peraturan zonasi secara konsisten yang merupakan   
kelengkapan dari rencana detail tata ruang, penekanan pengendalian 
pemanfaatan ruang dilakukan secara sistematik melalui penetapan 
peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disisentif serta 
pengenaan sanksi; 
(2) Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib 
tata ruang. 
Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang suatu kawasan 
yang optimal, seharusnya mempertimbangkan faktor – faktor bencana alam 
agar dapat membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin saja dapat 
terjadi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang pedoman umum 
penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Bab 2 
Pasal 7 Ayat 3 Huruf J, menerangkan bahwa penataan ruang harus berperan 
dalam pengurangan risiko bencana. Dijelaskan pada lampiran II tentang 
penyusunan RTRW Kabupaten No.2 harus memuat data dan informasi 




1.5.2 Penelitian Sebelumnya  
       Penelitian tentang evaluasi rencana tata ruang belum banyak dilakukan,  
sejauh ini ada empat penelitian yang ditemukan mirip. Suryanta dkk (2016) 
melakukan evaluasi dokumen RTRW Kabupaten Kudus berdasarkan data 
spasial kebencanaan yakni kerawanan banjir dan kerawanan longsor dengan 
metode overlay dan skoring, Rosari (2014) mengevaluasi RTRW Kabupaten 
Sleman berdasarkan analisis risiko bencana erupsi Gunung Merapi 
menggunakan metode overlay dan skoring, Valeda dkk (2016) mengevaluasi 
efektivitas RTRW dalam mengurangi risiko kekeringan di kawasan karst 
dengan analisis berbasis sistem informasi geografis (SIG) kawasan koridor 
Yogyakarta – Sadeng menggunakan metode analisa substansi. Anggara dkk 
(2018) membuat peta dan mengintegrasikan informasi geospasial tematik 
untuk mendukung evaluasi RTRW berbasis bencana di Kabupaten Bantul 
mengunakan metode overlay peta. Rosita (2020) mengevaluasi rencana tata 
ruang wilayah Kabupaten Blitar berdasarkan kajian risiko bencana erupsi 
Gunungapi Kelud, menggunakan metode Spatial Multi Criteria Evaluation 
dan overlay peta, hasil yang didapat berupa luasan rencana kawasan budidaya 
berdasarkan tingkat risiko bencana erupsi Gunungapi Kelud. Penelitian 
sebelumnya menjadi acuan dalam mengevalusi tata ruang wilayah berbasis 
bencana, penelitian ini juga tidak jauh berbeda dengan beberapa penelitian 
sebelumnya, terdapat perbedaan pada jenis bencana yang dikaji dan metode 
penentuan risiko bencana. Penelitian ini mengevaluasi RTRW Kabupaten 
Blitar berdasarkan risiko bencana erupsi Gunungapi Kelud.        
 Tabel 1.2 berikut menjelaskan penelitian sebelumnya yang memiliki 
kemiripan tujuan dan hasil dengan penelitian ini, serta menjadi acuan 
tambahan dalam proses penelitian. Selain itu, juga menjelaskan perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.  Uraian 





Tabel 1.2. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
Suryanta dkk     (2016) Kajian Spasial Evaluasi 
Rencana Tata Ruang 
Berbasis Kebencanaan 
Di Kabupaten Kudus 






Overlay, Skoring Implementasi  pola dan 
struktur ruang perlu 
kajian rekayasa 
penanggulangan 
wilayah rawan bencana 





peringatan dini. Dalam 
penelitian ini menjadi 
acuan dalam evaluasi 
tata ruang wilayah 
berbasis bencana. 



















Sleman agar diketahui 
daerah – daerah 
kawasan perencanaan 






baik karena sudah 
mempertimbangkan 
aspek risiko bencana 
dalam penempatan 
kawasan budidaya. 
Dalam penelitian ini 
menjadi acuan dalam 




Valeda dkk    (2016) Evaluasi Efektivitas 
Rencana Tata Ruang 
Dalam Mengurangi 
Risiko Kekeringan Di 
Kawasan Karst Dengan 
Mengetahui risiko 
bencana kekeringan 
pada kondisi Rencana 
Tata Ruang (RTR). 
Analisa Substansi Memberi Gambaran 
bahwa risiko bencana di 
suatu kawasan dapat 
bertambah maupun 
berkurang akibat dari 





Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
Analisis Berbasis 
Sistem Informasi 
Geografis (Studi Kasus 
: Rencana Tata Ruang 
Kawasan Koridor 
Yogyakarta – Sadeng) 
aplikasi suatu rencana 
tata ruang. 
Anggara dkk (2018) Integrasi Informasi 
Geospasial Tematik 
Untuk Mendukung 
Evaluasi Rencana Tata 
Ruang Berbasis 










wilayah serta dapat 
dijadikan sebagai dasar 
dalam melakukan 
evaluasi rencana tata 
ruang wilayah. 
Overlay peta Pemerintah daerah 








ruang untuk kawasan 
budidaya di wilayah 
bagian barat, 





Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
pembangunan fisik, dan 
peningkatan kapasitas 
masyarakat. 








tata ruang wilayah 
Kabupaten Blitar 
berdasarkan analisis 





dengan risiko sedang 
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1.6 Kerangka Pemikiran 
Klasifikasi penataan ruang diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 
Pasal 4  yakni penataan ruang dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi utama 
kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. 
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung 
dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, sedangkan 
kawasan budidaya merupakan wilayah dengan fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas dasar potensi berbagai sumberdaya yang ada. Berdasarkan 
Pasal 6 Undang – Undang No.26 Tahun 2007 penataan ruang diselenggarakan  
harus dengan memperhatikan salah satunya kondisi fisik wilayah yang rentan 
terhadap bencana.  
Risiko bencana erupsi dapat diketahui dengan meghitung faktor-faktor 
bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Bahaya merupakan suatu keadaan yang 
berpotensi menimbulkan bencana. Kerentanan merupakan faktor-faktor yang 
akan meningkatkan kerawanan, kerentanan terbagi dari beberapa parameter 
antara lain kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan 
keretanan lingkungan, keempat parameter tersebut jika digabung akan 
menghasilkan kerentanan total. Kerentanan fisik menggambarkan suatu kondisi 
fisik daerah (infrastruktur) seperti bangunan dan jalan, kerentanan sosial 
menunjukkan sekelompok masyarakat yang tergolong dalam kondisi rentan, 
beberapa indikator kerentanan sosial antara lain jumlah penduduk, kepadatan 
penduduk, rasio penduduk lanjut usia, dan rasio penduduk cacat, kerentanan 
ekonomi menunjukkan sektor pekerjaan yang rentan terhadap bahaya, misal 
pertanian. Kapasitas merupakan  kemampuan suatu daerah dalam menghadapi 
bencana, termasuk masyarakat serta sarana dan prasarana yang mendukungnya. 




pula risiko bencana yang akan dihadapi, namun risiko bencana tersebut dapat 
dikurangi dengan adanya kemampuan atau kapasitas yang dimiliki.      
     Perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis bencana harus 
mempertimbangkan pengembangan kawasan budidaya pada zona yang rawan 
bencana, agar dapat diketahui kawasan budidaya mana saja yang memiliki risiko 
bencana tinggi, sehingga perencanaan tata ruang suatu wilayah tidak 












          
Gambar 1.1. Kerangka Konsep Pemikiran 
Sumber : Penulis, 2019 
        













        1.7.  Batasan Penelitian 
Letusan Gunungapi  
Merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah 
“erupsi”. Bahaya letusan gunungapi dapat berupa awan panas, lontaran 
material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar 
Hampir semua kegiatan gunungapi berkaitan dengan zona kegempaan aktif 
sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng terjadi 
perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan 
material sekitarnya yang merupakan cairan pijar/ magma (BNPB, 2012). 
         Risiko Bencana  
Risiko Bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 
bencana pada suatu wilayah dalam kurunb waktu tertentu yang dapat berupa 
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 
kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat (UU No 
24 Tahun 2007). 
Bahaya  
Bahaya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan 
kerusakan, kehilangan jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan 
menimbulkan dampak suatu kondisi yang ditentukan oleh psikologis 
(BAKORNAS PB). 
Kerentanan  
Kerentanan merupakan kondisi – kondisi yang ditentukan oleh factor- factor 
atau proses- proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang bias 







Kapasitas dapat diartikan sebagai segala sumberdaya yang dimiliki 
masyarakat baik bersifat individu, kelompok atau manajerial (leadership) 
(UN / ISDR, 2005). 
Penataan Ruang  
Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 
dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU No. 24 Tahun1992). 
Rencana Tata Ruang  
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang (UU No. 24 Tahun 
1992).  
Wilayah  
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan atau aspek fungsional (UU No. 24 Tahun 1992). 
        Kawasan Budidaya 
Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia,dan sumber daya buatan (Mahi, 2018).  
 
 
 
